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ABSTRAK

Masalah utama menyangkut inovasi teknologi pertanian pulau di Maluku untuk sebagian besamya, tidak terletak pada
ada tidaknya atau teriangkau fidaknya teknologi: ‘teknologi bukaniah masalah!' Karena berbagai sumber daya dan
para ‘konstruktor’ yang memroduksikan teknologi pada dasarnya sudah ada (baik human maupun non-human). Pokok
perhatian utama karenanya adalah bagaimana mengelolah dan menjembatani dengan tepat berbagai sumber daya
yang masih ‘tercecer sana sini' (menjembatani gap-gap yang ada antara para konstruktor iptek terkait: iimuwan-petani-
pemerintah-praktisi guna melakukan inovasi teknologi pertanian pulau yang lebih efisien, efektif dan produktif, serta
berkelanjutan. Di sini konsep network pengetahuan ditawarkan sebagai sebuah kerangka alternatif yang dapat
berkontribusi dalam menjembatani pengelolaan berbagai sumberdaya pengembangan inovasi teknologi pertanian
pulau di Maluku. Makalah ini terfokus pada pembahasan tentang konstruksi konsep network pengetahuan pertanian
pulau tersebut, dan juga mendiskusikan berbagai implikasinya bagi upaya transformasi kebijakan pengelolaan
teknologi pertanian pulau berkelanjutan di Provinsi Maluku. Demi melestarikan ketahanan pangan lokal, dan
menghasilkan agribisnis yang kompetitif di pasar global, sambil terus memelihara ekosistern pulaunya. Intinya: ‘inovasi
sosial perlu mendahului inovasi teknis-teknologis!’

Kata kunci : konsiruktivis, network pengetahuan, basis inovasi teknologi, agribisnis pulau, sustainabilitas

PENDAHULUAN

Paradoks Pertanian Maluku

Potret pertanian Maluku kini sungguh menampakkan sejumiah paradoks. Rakyat Maluku dengan
pola pertanian pulau dusunnya yang polikultur-diversikatif-adaptif musiman, di satu sisi, masih teriaga
ketahanan dan kecukupan pangan lokalnya hingga kini. Bahkan ‘rakyat Maluku belum pemah kelaparan
karena kekurangan pangan’ (Nanere, 1999). Ini didukung oleh praktek budaya kekerabatan dan
kekeluargaan lokal, yang memungkinkan terjadi pola pertukaran dan saling membantu antar famili dan
kerabat (Laksono, 2002). Di sini lain, ierkesan berkembangnya tendensi dari berbagai kalangan di Maluku
untuk mengadopsi pola-pola pertanian dan komoditi-komoditi dari luar melalui berbagai program dan
proyek, yang belum tentu sesuai dengan lingkungan pulau, serta lambat laun bisa mengganggu petani
pulau dari praktek pertanian dusunnya. Padahal sejarah kolonial bahkan sudah mencatat bahwa pola
perianian dusun misalnya di Pulau Banda, yang dulu diadopsi dan diadaptasikan oleh V.O.C.. untuk
mengembangkan agribisnis serta perdagangan global zamannya, terutama untuk tanaman rempah-
rempah tropis (Stubenvoll, 1996).

Data statistik Maluku menunjukkan bahwa hingga kini belum dioptimalkan pengembangan komoditi-
komoditi unggulan lokal yang ada agar bisa menembus pasar nasional, regional dan intemasional.
Realisasi produksi pertanian lokal terlebinh pada pasca-kerusuhan terus menunjukkan angka penurunan
yang drastis. Bahkan nilai komoditi ekspor andalan pertanian Provinsi Maluku selama tahun 2000-an ini
nyaris menunjukkan angka zero (0%). Dari 11 produk pertanian yang bemilai komoditi ekspor andalan
provinsi maluku misalnya, hanya pisang segar dan pala yang masih bertahan ekspomya kendati hanya
sampai tahun 1999 saja (BPSP Provinsi, 2002). Sementara itu, jeruk kisar yang konon sudah ditetapkan
sebagai salah satu komoditi unggulan nasional (%), ternyata belum bisa dijadikan sebagai komoditi ekspor
andalan maluku. Demikian pula dengan tepung sagu (de Fretes, 2005).

Dalam konteks globadlisasi dan ‘glokalisasi' kini maka, sambil terus membangun solidaritas global
terutama dalom menghadapi berbagai persoalan pertanian global seperti bahaya kelaparan, penyakit
dan gizi (ihat MDGs, Pronk, 2003), maka bagi kita, diperiukan usaha menyepakati bersama sebuah
agenda lokal dalam merespons kebutuhan dan tuntutan ‘glokal’ dalam pertanian Maluku ke depan. Dari
sudut pandang teknologi maka, pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah: teknologi macam
apakah yang tepat untuk pembangunan pertanian pulau di Maluku? Pada level global, sedang bersaing
dua bentuk respons teknologis terhadap problem pertanian global dewasa ini yakni: bioteknologi (UNDP,
2001) dan pertanian organik (Suyanto et al., 2004. 2005, Ufie, 2005). Bagaimana menarik relevansi dari
perdebatan teknologis tersebut untuk pertanian Maluku?
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Teknologl Pertanian Pulau Sebagal Fokus Diskusl

Digariskan dalam PUIPPK yang dikeluarkan oleh Dirfjen P3K tahun 2004, antara lain bahwa, pertanian
organik lebih cocok dikembangkan untuk pulau-pulau kecil, baik untuk agribisnis tetapi juga untuk
agrowisata, termasuk di Maluku (Ufie, 2005). Gagasan mengendai teknologi pertanian organik untuk Maluku
menunjuk pada pola pertanian pulau atau pola pertanian dusun. Kendati pertanian dusun dianggap lebih
cocok, tapi kecenderungan mengadopsi bioteknologi — hasil rekayasa genetika masih terbuka luas. Lantas,
Apakah teknologi (pertanian Maluku) sebuah masalah? Pertanyaan ini terkesan kurang relevan dengan
spirit dari tema seminar nasional dua hari ini ().

1. Kiarifikasi Judul

Pertanyaan pada judul yang bercorak paradoksal tersebut sebetulnya hendak menuntun saya untuk
mencoba melihat tema teknologi pertanian pulau. dari suaty sudut pandang yang berbedn. Dalam
pandangan ‘konstruktivis' (Jasanoff, 1999), maka teknologi memang bukan sekedar masalah teknis, tetapi
juga merupakan masalah sosial (Ren, 2001), bahwa teknologi adalah juga sebuah konstruksi sosial. itulah
maksud judul pertanyaan tersebut. Berarti masalahnya bukan sekedar memilih antara bioteknologi atau
bukan! Fokus perhatian utama adalah bagaimana mengelolah interaksi dan proses sosial dari berbagai
aktor terkait agar menghasilkkan inovasi teknologi: pertanian -pulau. Ini penting juga, mengingat bagi
seorang petani, isu teknologi inovatif barangkali bukaniah masalah yang utama (Edrus & Sui, 2003). Sikap
determinisme teknologis dari para iimuwan dan. penelitiiah, yang barangkali lebih bermasalah (Rumawas,
1998). Artinya, dibangun persepsi yang sederhana bahwa petani tidak tahu iptek sehingga periu
mengadopsi dari iimuwan (model TOT). Menarik disimak pemyataan berikut:

“ pbahwa kegagalan dalom mengimplementasikan hasil-hasil - peneliion dan  proyek
pembangunan pertanian seringkali bukan saja disebabkan oleh tidak padunya proses
peneriemahan hasikhasil peneliion menjadi teknologi tepat guna yang dimengerti
masyarakat, tetapi jauh berakar pada proses penciptaan penelitian itu sendiri. Di mana
proses pengusulan penelitian lebih berpihak pada aktor penelitinya dibanding keberpihakan
pada kebutuhan dasar dari masyarakat. sebagai pengguna hasil penelitian ..." (Edrus dan
Sui, 2003). 2 ot ; :

Diasumsikan disini bahwa adanya jurang komunikasi dan interaksi sosial antara komunitas imuwan-
petanijuga pemerintah- merupakan sebab utama dari kegagalan teknologi pertanian. Tulisan ini hendak
menawarkan konsep network pengetahuan formal: dan informal sebagai sebuah instrumen yang
barangkali efekiif dalam menjembatani. berbagai jurang yang ada, yang memungkinkan lebih
bergeraknya praksis inovasi teknologi pertanian pulau ke depan.

2. Masalah & Fokus Diskusl

Ada tiga hal pokok yang akan dilakukan dalam tulisan ini. (1) mencoba menelaah dengan kritis
asumsi-asumsi dominan yang mendasari berbagai jurang (gap) yang ada, pertanyaannya: ‘manakah
asumsi pokok yang mendasari gap teknologis yang ada?'. (2) membahas secara luas tentang network
pengetahuan, mendeskripsikan contoh praktisnya, dan mengkaiji relevansinya untuk pertanian maluku,
pertanyaannya: ‘bagaimana  mengidentifikasi, .mendeskripsi dan -mengonstruksi nefwork-network
pengetahuan iptek pertanian yang ada?'. (3) mendiskusikan beberapa implikasi kebijakan yang relevan,
pertanyaannya: manakah relevansi kebijakan. yang dapat ditarik bersama perkembangan network
pengetahuan iptek pertanian pulau di Maluku?'.

3. Kerangka Teoritik

Adapun acuan atau fifik berangkat ieop‘ﬂknyo adalah karya dari Michael Gibbons, et.al.: The New
Production of Knowledge. The Dynamics of Science & Research in Contemporary Societies (1994). Karya ini
telah menjadi salah satu rujukan teoritik utama di dalam berbagai kajian inovasi dan iptek konfemporer
(SEIN Project, 2001; Demanding Innovation Project, 2001). Tim Gibbons membedakan dua jenis
pengetahuan yaitu pengetahuan iimiah-formal (mode 1) dan pengetahuan yang bukan ilmiah- informal
(mode 2). (a) Pengetahuan mode 1 adalah iptek moderen (= pengetahuan formal) yang dihasikan oleh
para imuwan. Pengetahuan mode 1 ini dihasilkan oleh para imuwan/teknokrat untuk kemudian ditransfer
kepada pihak pengguna (TOT); {b) Pengetahuan mode 2 merujuk kepada pengetahuan informal yang
dhasikan oleh berbagai pihak yang diterapkan sebagai solusi terhadap berbagai persoalan
pembangunan yang dialami (= pengetahuan informal). Di sini diperiukan pembentukan ‘forum hibrida’
bagl interaksi semua pihak yang relevan dalam membagi informasi dan pengetahuan guna menjawab
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persoalan yang dihadapi. Akuntabilitas dan legitimasinya lebih  bersifat sosial, arfinya sejouh dapat
memenuhi kebutuhan sosial: (c) dalom prakiek kedua mode pengetahuan tersebut kendati berbeda
tetapi bercorak saling melengkapi (Ulmanen & Box, 2003). Konsep network pengetahuan atau
pengetahuan mode 3 (?) (Box, 1999, 2001, 2004) karenanya akan dipakai sebagai perangkat teoritik untuk
mengintegrasikan antara pengetahuan mode 1 dan mode 2 dari tim Gibbons. Arah dari network
pengetahuan dalam konteks kajian iptek adalah pada aoksi yang dinamis, fokusnya: keterfibatan,
managemen hubungan dan interaksi sosial (Engel, 1995).

4. Metodologi

Gagasan ini hanyalah suatu prefiminary consideration yang lebih didasarkan pada: telaah
kepustakaan. Yakni mencoba menelaah secara kritis berbagai literatur, dan berbagai dokumen hasil
penelitian serta dokumen kebijakan yang relevan di bidang pertanian pulau. Yang d||engkc:p| dengan hasil
pengamatan teribat secara sporadis dan diskusi-diskusi lepas yang dibangun selama ini bersama para
pihak yang bekerja di sektor pertanian. Juga didukung sejumiah informasi yang relevan dari Internet.
Pendekatannya adalah kombinasi deskriptif komparatif & konstruktivis-kritis [Jasanoff,1999).

DARI ADOPSI KE KERJASAMA IPTEK

“Konsep ‘fransfer teknologi’ secara teoritis tidak tepat dan secara proidk berbahaya [...j
(P. Engel dalam L.Box, 2001).

Kritik atas Model Alih - Adoptif (TOT)

Model TOT atau iptek formal [pengefahuan mode 1) berasumsi bahwa ilmuwan/teknokrat adalah
penghasil iptek sedangkan masyarakat luas khususnya kaum petani hanyalah pemakai. Petani periu
mengadopsi hasil-hasil iptek dari kaum iimuwan agar bisa mengatasi masalahnya (UNDP, 2001). Benarkah?
(Shrum & Shenhav, 1995; Salomon et al, 1994). Berbagai contoh bisa ditemukan. Kasus benih fransgenik
kapas yang ditransfer paksa dari USA ke Xinjian, Cina, ferbukti hanya menimbulkan masalah ekologis dan
mematikan varietas kapas lokal (Tao Ren, 2002). Contoh serupa adalah kasus kapas transgenik dari
Perusahaan Mozanto di Sulawesi Selatan dua tiga tahun lalu. Pola TOT ini sebetulnya masih mewamnai
praksis dari para iimuwan lokal. Kasus gagalnya implementasi program kerjasama penelitian dan adopsi
bioteknologi di India tahun medio 1990-an, antara pemerintah Belanda {DGIS; dan India disebabkan
karena tendensi dan sikap saintifik (mode 1) dari para iimuwan India, yang lebih suka berjalan sendiri
ketimbang berurusan dengan para petani (Asveld, 2001).

Untuk Maluku, pola ini yang banyak dipraktekkan di dalam implementasi program dan proyek oleh
berbagai lembaga pemerintah yang masih cenderung bercorak ‘top-down’, dengan menerapkan pola
komunikasi satu arah (Ufi & Pelu, 2005). Sikap BPTP Maluku yang masih cenderung mengukur
keberhasilannya pada tingkat adopsi iptek oleh para petani barangkali memberi kesan serupa (Batubara
& Suwarda, 2003; Dahamarudin & Syam, 2003). Pola adopsi dalam kenyataannya akan berhasil hanya jika
diikuti misalnya dengan proses adaptasi & eksperimentasi lokal yang intensif berjangka panjang (Ufi, 2003;
Groot, 2003). Diakui bahwa daiam kondisi lingkungan agro-ekologi yang spesifik di Maluku maka, teknologi
inovatif yang diadopsi tidak bisa diandalkan. Pengetahuan informal dari petani periu diperfimbangkan
dalam mengembangkan teknologi budidaya (Susanto & Edrus, 2004). Apakah pengetahuan lokakinformal
dari petani mencukupi?

Terbatasnya Pengetahuan Informal

Pengetahuan informal mei .unjuk secara luas kepada berbagai pengetahuan lokal dan praktek lokal.
Pengetahuan yang informal, lisan, yang disebut tacit knowledge (Polanyi, 1978) ini merupakan
pengetahuan mode 2 menurut Tim Gibbons. Termasuk pengetahuan pertanian lokal — pengetahuan
pertanian pulau di Maluku (Nanere,1999).

Untuk Maluku, sistim pertanian pulau yang telah dipraktekkan turun temurun dikenal sebagai pola
dusun dengan pola penanaman polikultur-diversikatif (tumpang sari)- dan berdasarkan kalender musim,
jadi menerapkan pola agro-ekosistem. Kombinasi tanaman untuk pola pertanian dusun tradisional pada
pulau-pulau kecil yang ada, terbukti mampu memaksimalisasi infiltrasi air hujan yang menjadi sumber
kerawanan, serta menjadi sumber pangan dan kesejahteraan (Ufie, 1997; Edrus & Sui, 2003).
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Di Pulau Neira misalnya, petani:membuat penggiliran jenis tanaman dalam setahun dengan maksud,
selain untuk mengatasi hama, juga untuk efisiensi pupuk, contohnya adalah menanam umbi-umbian dan
singkong sesudah penanaman sayuran, atau menanam jagung sesudah penanaman kacang panjang.
Dan temyata semakin tinggi keanekaragaman usaha pertanian pulau temyata semakin besar pula
kelayakan ekonomisnya - (Edrus & -Sui, 2003). Praksis pertanian pulau seperti inilah yang menciptakan
ketahanan pangan lokal sehingga ‘rakyat Maluku belum pernah kelaparan karena kekurangan pangan'
(Nanere, 1999). Di samping kuatnya budaya: kekerabatan dan kekeluargaan yang memungkinkan
terjadinya pola pertukaran & membantu antar famili dan kerabat (Laksono, 2002). Pertanyaannya: apakah
pertanian dusun pulau atau pertanian organik ini mencukupi? -

Tentu berbagai kompleksitas persoalan yang menimpa ekosistem dan masyarakat pulau, termasuk
bidang pertaniannya dewasa ini sungguh berada jauh di luar jangkauan kemampuan petani. Sekedar
menyebutkan salah satu contoh yaitu munculnya masalah hama dan penyakit baru yang merusak
tanaman (kasus penyakit hama kelapa di Kei Besar atau kasus penyakit rumput laut di Kep. Seribu). Di sini
warga petani lokal tidak mampu menghadapinya. Demikion pula, dalam kaitan dengan kebutuhan
pengembangan agroindustri untuk umbi-umbian di Maluku misalnya maka dinyatakan bahwa ‘varietas-
varietas lokal saja tidok cukup tanpa diiingi oleh perbaikan klon-kion lokal'-VUB (Edrus, 2004). Sedang
muncul kini kesadaran baru bahwa adanya gap informasi dan komunikasi antara para pihak terkait
merupakan saloh satu sebab dari gagainya pertanian pulau (Dahamarudin & Syam, 2003). Dalam kasus
penyakit rumput laut di Pulau Pari misalnya, warga petani rumput: laut merasa perlu membangun
komunikasi dan pertukaran informasi dan pengetahuan dengan para pihak terkait, khususnya dengan
para peneliti LIPI, akademisi dan pemerintah daerah (Ufi, 2003).

Perlunya Kerjasama Iptek

Menyadari berbagai : keterbatasan- yang ada baik pada pengetahuan formal maupun
pengetahuan informal maka sudah mulai dirasakan periunya membangun kerjasama iptek. Seiring
dengan makin diakui kontribusi dari para petani di dalam perkembangan teknologi pertanian, misainya
melalui eksperimentasi lokal atau eksperimentasi kampung (Box, 1999; Winarto, dalam Masinambow (ed.),
1997%2; Groot, 2003). Karenanya diperiukan kini berbagai kebijakan penelitian pertanian adaptif bertkenaan
dengan inovasi teknologi budidaya tersebut. dewasa ini (Chambers, 1997; Scoones & Thompson, 1994;
Bustaman & Edrus, (eds.), 2004). Louk Box (1999) dalam kaitan ini menyatakan bahwa petani kiranya
dipertimbangkan untuk dilibatkan dan . berdii- pada fitik awal dari pengembangan teknologi dan
penelifian. Pertanyaannya: bentuk dan corak kerjasama macam apakah yang perlu dikembangkan di
dalam penelitian pertanian adaptif tersebut?

BPTP Maluku kiranya sudah mulai memelopori kerjasama penelitian adaptif dengan maksud untuk
menjembatani berbagal gap interaksi dan informasi yang ada khususnya antara komunitas petani pulau
dengan pemerintah, dengan menerapkan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) di dalam
desain dan implementasi program dan proyek pertanion. Dikatakan PRA bertujuan untuk membangun
pemahaman yang baik tentang kondisi-kondisi pedesaan yang mengarah kepada mengintegrasikan
pengetahuan lokal dengan pengalaman saintifik modem (Bustaman & Edrus (eds.), 2004). Di sini, partisipasi
masyarakat dalam cakupgn pengertian yang luas menentukan filosofi dasar, asumsi-asumsi, dan petunjuk
pada proses awal pemahaman (appraisal). Bagaimana kalau para iimuwan dan peneliti juga merupakan
bagian dari gap tersebut? : '

Pertanyaan ini penting karena terkesan bahwa pihak peneliti (BPTP) bisa berdiri secara netral antara
pihak pemerintah dan petani pulau (?). Berbagai temuan empirk menunjukkan bahwa sering dalam
praksis penelitian pihak peneliti berpegang pada preferensi, kepentingan dan pengalaman mereka sendiri,
dan bukan kepentingan petani (Asveld, 2001; Uimanen & Box, 2003; Bustaman & Edrus (eds.), “004; Ufi &
Pelu, 2005). Persoalan ini disebabkan oleh adanya gap kultural: asimetri status, hubungan kekuasaan,
pengaruh serta konflik kepentingan, yang seringkali terjadi bukan hanya antara pemeriniah dan
masyarakat, tetapi juga antara petani dengan peneliti (Scoones & Thompson, 1994). Tidok usaha
berasumsi naif bahwa petani akan mudahnya berinteraksi dengan peneliti, atau pun sebaliknya (Box,
2004). Pimpinan UPT-LIPI P. Pari, pemah mengungkapkan kesulitan besar dalam mewujudkan keinginannya
berinteraksi dan bekerjasama dengan warga pulau, sehingga diperiukan suatu mediasi dan fasilitasi
(Komunikasi Pribadi dengan lbu Yeti di P.Pari, 2003). Ini menghantar kita pada diskusi tentang perunya
network pengetahuan.
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PRAKSIS NETWORK PENGETAHUAN
Network Pengetahuan : ‘Sebuah Praksiologr

Network pengetahuan merupakan salah satu koensep mengenai hubungan-hubungan sosial di mana
terjadi pertukaran informasi dan pembentukan pengetahuan. Network pengetahuan sebagai mata rantai-
mata rantai pengetahuan menunjuk sebetulnya pada pola-pola interaksi dan komunikasi yang relatif stabil
dengan mana saling membagi infoomasi dan membentuk pengetahuan guna mengatasi persoalan
tertentu (Box, 1999). Dikatakan oleh Engel (dalam Box, 2001) bahwa ‘networking’ merupakan sebuah
konsep yang berorientasikan tindakan dinamis yang berfokus pada keteriibatan, pengelolaan hubungan
sosial dan interaksi sosial. Network pengetahuan membutuhkan agen, aktor, mediator, fasilitator, serta
organizer yang proaktif (Jordan et al.. 1997%).

Dalam arfi'ini maka konsep network pengetahuan merupakan sebuah praksiologi menurut Prof.
Rudie van Lier yakni suatu teori tentang praktek yang mencakup misalnya: perlunya kepekaan terhadap
masalah, perlunya gagasan-gagasan terbuka yang serbaguna, serta praktek-praktek yang lebih multi-
disipliner yang terarah pada pemecahan masalah. Konsep network pengetahuan dapat menjembatani
gap antara kekakuan dan formalisme sistemik (elit) dan kekocoucn Jchaos sosial/akar rumput dengan
menciptakan fleksibilitas dan ruang dialog {Box, 2001).

Network Pengetahuan dalam Praktek

Pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah: bagaimana melibatkan petani di dalam sebuah
network pengetahuan? Kasus P. Pari menyediakan satu contoh. Menghadapi kasus penyakit umput laut di
Pulau Pari, maka, dilaksanakan sebuah proyek penelitian terpadu selama satu tahun (2) mengenai
penyakit penghancur rumput laut. Proyek yang dimulai Juni 2003 ini melibatkan penaliti dari LIPI, DKP, dan
BPPT. Di Pulau Pari, tim peneliti ini terkesan suka bekerja sendir. Saya mencoba membangun interaksi dan
dialog dengan tim peneliti untuk mendorong keteribatan petani rumput laut di dalam proyek penelitian.
Diasumsikan bahwa para petani ini memiliki pengalaman yang langsung dan relatfif lama tentang gejala
dan cirl-corak penyakitnya, sehingga keterlibatan mereka akan besar manfaatnya dalam proses dan hasil
penelitian. Sekelompok petani rumput laut kemudian teriibat aktif di dalam proyek penelitian tersebut. Para
petani tersebutiah yang berperan aktif dalam menggambarkan secara rinci kepada tim peneliti misalnya
tentang fenomena awal munculnya penyakit, menunjukkan ciri-ciri fisiknya, memberikan ‘deskripsi tentang
perbedaan fisik antara jenis rumput laut yang sudah terpolusi dan yang belum, dan seterusnya (Ufi, 2003).
Keterlibatan para petani di dalam network pengetahuan seperti ini dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dari perkembangan teknologi pertanian (Box, 1999).

Kiranya pendekatan-pendekatan yang bercorak adaptif lebih cocok. Di mana penelitian lapangan
merupakan bagian dar upaya mendeskripsikan, menganalisa, dan memperluas network-network
pengetahuan. Seorang peneliti tidak hanya beriaku sebagai pengamat, tetapi juge sebagai aktor di
dalam network-network ini serta menyadari peranan-peranan dalam network. Dalam praktek, terdapat
beragam network dengan ciri-coraknya masing-masing, tergantung pada tingkat-tingkat hubungan yang
berlangsung antar para pelakunya.

Sikap self-reflective diperiukan seorang peneliti dalam menyadari berbagai gap kultural yang bisa
saja memoengaruhi pola interaksinya dengan petani dalam proses penelitian (Scoones & Thompson, 1994;
Asveld, 2001). Gap kultural dan posisi yang asimetris antara komunitas peneliti dan komunitas petani
membutuhkan sikap terbuka dan inisiatif dari pihak peneliti untuk mau mendengarkan dan mau belgjar
dari petani yang selama ini dianggap ‘kurang berpengetahuan'. Karena kemampuan untuk
mendengarkan para petani pulau ini merupakan suatu prinsip utama dalam pengembangan sebuah
network pengetahuan yang berhasil (Box, 1999).

Memang telah banyak contoh sukses global tentang efektivitas dan manfaat dari network—network
pengetahuan bagi perkembangan iptek dan inovasi. Misalnya, dalam pengelolaan hutan konservasi di
Zimbabwe (Hanyani-Mlambo & Hebinck, 19972), di dalam pengelolaan lingkungan (Jordan et al., 19972),
di dalam perkembangan teknologi pertanian di Maroko & Pakistan (iaea project). di dalam mendorong
inovasi-inovasi akar rumput dalam pengelolaan sumberdaya alam di India [SRISTI Network), di bidang
penelitian pertanian adaptif (Box, 1999; 2001), Proyek FAO (1995/1996) memetakan network-network
komunikasi antara para petani, peneliti dan prakfisi di Philipina; juga dalom proses perkembangan
teknologi budidaya dan agribisnis rumput laut di P. Pari, Kep. Seribu (Ufi, 2003).
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Untuk Maluku, peluang penerapan pendekatan network pengetahuan dalam pengembangan iptek
pertanian pulau amat besar dan relevan sekali. Kuat dugaan bahwa berhasiinya agribisnis pertanian pulau
di Ohoinol-Kei Kecil era tahun 1970-an / 1980-an merupakan hasil dari kemampuan pihak terkail dalam
membangun dan memobilisasi network-network pengetahuan yang ada. Sayangnya, belum ada
dokumentasi empirik yang komprehensif tentang kasus ini. Tetapi bisa ditelusuri bagaimana Pihak Belanda
memulai mengintrodusir teknologi pertanian tahun 1960-an akhir dengan membangun rantai-rantai
interaksi dan komunikasi dengan. para, aktor lokal, khususnya. dengan. para praktisi pertanian lokal (para
pegawai - prakiisi dinas pertanian Malra), tetupl juga dengan warga petani (juga para murid SMP
Pertanian). Ini yang mungkin merupakan faktor-faktor dominan yang membawa keberhasilan agribisnisnya,
di samping networking yang relatif stabil dengan pasar lokal serta dukungan fasilitas transportasi (refleksi
pribadi atas amatan terlibat penulis secara informal selama tahun 1980-an di lokasi).

Telah dikatakan bahwa sebuah network pengetahuan yang berhasii membutuhkan fasilitator,
mediator, broker, dan orgqmzer—orgonlzer yang proaktif. Mengamati perkembongan yang terjadi misalnya
di BPTP Maluku kini, tampaknya BPTP Maluku telah bertekad untuk memainkan peran intermedier dalam
menjembatani berbagai gap komumkosi oniara komunitas petani ‘dengan pemerintah. Lahimya
kesepakatan bersama mengimplementasikan ‘penelitian pertonian adapfif dengan menggunakan
pendekatan partisipatif seperti Pomcupafory Rural Appraisal (PRA) merupakan contoh baik (Laporan Akhir
Hasil Kajian, BPTP, 2003). Selain itu, dibutuhkan pula tindakan yang kreatif dari komunitas penelitl dalam
menciptakan ruang komunikasi dengan pemerintah, dengan mengondisikan fleksibilitas tertentu melalui
berbagai ruang komunikasi dan inferaksi yang dapat mencairkan kecenderungan formalisme dan
birokratisme yang ada. Ini membutuhkan sebuah praksis, bukan hanya menghasilkan ‘produk’ iptek, tetapi
juga kemampuan membangun secara proaktif jaringan interaksi dan komunikasi dengan para pihak, yang
memungkinkan terealisasikannya hasil temuan untuk tujuan dan kepentingan pembangunan daerah.

Inilah yang memungkinkan berkembcngnya network-network pengetahuan formal dan informal
yang bisa men;adi basis inovasi teknologi pertanian pulau yang lestari ke depan. Dan inilah yang disebut
sebagai inovasi sosial yang diperiukan mendahului inovasi feknologis (Lundvall, 2000). Jadi, teknologi
sebetulnya bukan masalah utama. Inovasi sosial, pengelolaan interaksi sosial justru yang menentukan
keberhasilan inovasi teknologi: keduanya berkoevoiusn Pertanyaannya: relevansi kebijakan macam apa
yang bisa berkembang efektif bersama network-network pengetahuan yang ada?

IMPLIKAS! KEBIJAKAN

Pendekatan networking pengetahuan kiranya dapat menjadi suatu. instrumen alternafif dalam
pengelolaan inovasi teknologi pertanian pulau. Baik dalam usaha memperkokoh ketahanan pangan lokal
dan gizi lokal, serta menjaga ekosistem pulau; tetapi juga untuk  mempromosikan produksi komoditi-
komoditi unggulan lokal, agribisnis pulau yang kompetitif. Di sini hendak didiskusikan relevansinya: dengan
visi pembangunan pertanian berbasis  masyarakat, dengan ‘kebijakan ‘pembangunan pertanian lokal
berdasarkan konsep gugus pulcu, dengcn kebrokan penelitian dan pendidikan pertanian pulau.

Relevansinya dengun Pombangunon Pertanian ucbasls Masyarakat

Pendekatan, neiwork pengetahuan dupat memboboti dan mencahyakan implementasi visi
pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat. Penibangunan pertanian berbasis masyarakat sejauh
ini bagi pemerintah kesannya berarti masyarakat petani: atau lebih diibatkan secara akfif di dalam
program-program pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah, atau mosyorokct ‘dibiarkan’ melakukan
apa yang mav dilakukannya apapun hasilnya; Sedangkan bagi petani, ini kesempatan untuk menuntut
haknya agar ‘lebih diperhatikan' oleh pemerintah, atau kesempatan untuk lebih bebas berkreasi dan
berekspresi. Pada akhimya kedua pihak tampaknya sama-sama kurang puas dan ‘bingung’ (laporan hasil
investigasi Tim LDP di Maluku Tenggara, Februari 2005).

Pendekatan network pengetahuan dapat menolong kita untuk ( 1) mengadenhfikosu berbagai gap-
gap informasi dan komunikasi yang ada pada para peloku pertanion, (2) mengidentifikasi dan
memperjelas posisi dan peran-peran aktual dan potensial dari mereka. Misainya mendorong pemerintah
untuk lebih memainkan peran ‘subsidier’, memfasilitasi akses pasar dan regulasinya dengan sasaron
akhimya adalah pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas warga; sedangkan petani didorong
untuk berinisiatif memberdayakan  dii dan  menggunakan fasiitasi yang ada dalam membangun
kemandiriannya (Kleden, 2000). (3) melahirkan perubahan persepsi dan sikap baru dari pihak elife
terhadap petani sebagal mitra penghasil iptek, yang periu dihargai, didengarkan dalam ‘kemitraan
sejgjar’, dan bukan dijadikan hanya sebagai pelengkap di dalam ideal partisipatif selama ini. (4)
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membantu menciptakan fleksibilitas yang memfasilitasi- reduksi kendala birokratis agar melancarkan
pengambilan kebijakan dan keputusan dalam merespons masalah yang urgen. (5) pendekatan network
membantu mempromosikan pentingnya peran-peran fasilitasi yang dibutuhkan juga oleh pemerintah kini
dalam rangka mengefekfifkan aktualisasi pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat (Kadis
Pertanian Malra dalam Tim LDP, Februari 2005).

Relevansinya dengan Konsep Pembangunan Pertanian Berbasis Gugus Pulav

Pendekatan networking pengetahuan dapat mengaktualkkan dengan lebih efisien dan produktif
perihal gagasan untuk mengintegrasikan pembangunan pertanian dusun pulau ke dalam visi
pembangunan daerah berdasarkan pendekatan gugus pulau (Visi & Misi Gubernur Maluku, 2004). Di sini,
gagasan yang berkembang tentang diversifikasi pengembangan produksi pertanian berdasarkan pola
sentra pengembangan (wilayah gugus pulau). dan pola senira unggulan kiranya dapat difasilitasi (Edrus,
2004). Artinya diperiukan pertama, klasifikasi wilayah pengembangan pertanian pulau berdasarkan agro-
ekologisnya dengan sasaran akhimya adalah pada memperkuat pengembangan berbagai potensi
komoditi lokal yang ada guna mendukung kelestarian ketahanan pangan lokal dalam jangka panjang:
dan kedua, perlu ditetapkan sentra-sentra produksi berbasis komoditi unggulan dan skala ekonomi dengan
sasaran akhimya adalah menghasilkan produk-produk pertanian lokal unggulan yang bisa bersaing di
pasar nasional, regional, maupun intemasional (misalnya: lemon kisar di MTB, fepung sagu & pala di Maluku
Tengah, dan seterusnya.). .

Pendekatan network pengetahuan amat relevan digunakan dalam memediasi rantai interaksi dan
aktor-aktor utama pada sefiap sentra produksi gugus pulau sesuai dengan kebutuhan. Networking
pengetahuan juga membantu menciptakan mata. rantai alir informasi dan sirkulasi pengetahuan
khususnya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang urgen merespons persoalan dan
kebutuhan urgen pada senfra produksi dan senfra pengembangan gugus pulau yang ada, dengan
mereduksi problem birokratis yang memungkinkan lancamya proses inovasi dan iptek ‘pertanian pada
berbagai sentra produksi dan sentra pengembangan per gugus pulau di Maluku yang letaknya terpencar-
pencar dan terpisah jauh (Kadis Pertanian Malra, dalam. Tim LDP, Februari 2005). Bahkan networking
pengetahuan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, komunikasi dan interaksi dengan berbagai
sentra network pengetahuan di bidang pertanian, baik secara inter-regio, nasional, maupun global dalam
membangun dialog kebijakan intek yang konstruktif dan relevan untuk kita (Bijker, 2001; Jasanoff, 1999). Di
sini, hendak digarisbawahi peran instrumental dari teknologi informasi dan komunikasi terkini (Ufi, 2003).

Relevansinya Bagi Praksis limuwan & Peneliti

Network pengetahuan membutuhkan aktor, organisasi dan fasilitasi yang proaktif. BPTP Maluku
sebagai misal, telah mempromosikan diri dan sedang mengembangkan peran fasilitasinya, khususnya
untuk menjembatani gap antara pemerintah dan petani. Banyak contoh sukses global menunjukkan
vitalnya ‘proactive brokering role' dari ilmuwan dan akademisi bagi networking pengetahuan yang
berhasil. Peran brokering inilah yang lebih mengaktualkan inovasi iptek, dan bukan semata-mata karya
ipteknya (produk). Praksis penelitian kiranya merupakan medan dan gjang pergulatan mengidentifikasi,
memobilisasi dan membangun serta memperkuat berbagai network yang ada. Para peaneliti dan prakdisi
pada BPTP Maluku kiranya perlu terus memperkuat network-network yang ada. Pada level lokal & ke
bawah: perlu terus diperkuat networking bersama aktor-aktor pada dinas pertanian, SPPM, Faperta,
Bappeda, misalnya, tetapi juga mengembangkan dan memperkuat rantairantai sosial-inovatif dengan
para aktor pada berbagai sentra produksi & pengembangan gugus pulau yang ada, misainya dengan
BPP-BPP & BBU-BBU, praktisi dan pemerhati pertanian, petani dan juga pelaku pasar lokal. Dan pada level
global ke atas, peru terus diperluas jaringan pengetahuan dan inovasi teknologi pertanian ini dengan
aktor dan agen terkait baik nasional, regional maupun internasional. Ini bisa dilakukan bersama dengan
para agen pada Pusat Teknologi Maluku & UNIDO tahun 2005 (2).

Indikator ke bawah misalnya, bagaimana mengembangkan kemampuan mendengarkan dan
belagjar dari-bersama petani, dan bersama petani menerjemahkan masalah, kebutuhan dan ‘iptek’ petani
menjadi bagian dari prioritas penelitian dan kebijakan publik (Ufi, 2003). Sedangkan indikator ke atas
misalnya, bagaimana membangun interaksi yang produktif dengan pcmcerintah, agar mendapatkan
supportnya. Cukup sering, support akan diberikan kalau para ilmuwan berhasil membangun rantai interaksi
sosial yang meyakinkan (sosiabilitas), tetapi juga membuktikan manfaat dar inovasinya bagi agribisnis
yang berkelanjutan (bdk. Interaksi yang produktif antara akademisi dan ilmuwan Universitas Udayana
dengan Pemda Bali: Laporan Tim LDP, Januari 2005). Semua ini membutuhkan sebuah proses
pembelajaran yang kontinue dan bersama baik secara individu maupun kelembagaan.
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CODA : PENELITIAN & PENDIDIKAN PERTANIAN SEBAGAI ‘PRAKSIOLOGI' (7)

FAO mengartikan pendidikan pertanian sebagai “program-program pelatinan, pendidikan dan
pengembangan ketrampilan bagi sumber daya manusia di bidang pertanian dan pedesaan” [dalam
Sadhana, 2005). Spirit pendidikan pertanian di sini ada pada konteks aplikasinya (Mode 2 menurut Tim
Gibbons). Proses pembelajaran yang interaktif dengan berorientasi aksi divtamakan. Ini juga sesuai dengan
spirit KBK kini. Pusdiklat pertanian ditantang untuk bisa ‘mengerjakar,’ sebuah praksis pembelajaran yang
interaktif, termasuk bagaimana bisa berlajar dari dan bersama komunitas petani pulau. Inilah sebuah
praksiologi yang mempersiapkan lahimya calon-calon inovator, dan praktisi iptek pertanian yang handal.
Bahkan lebih jauh, bagaimana pusat-pusat  pendidikan (dan penelitian) pertanian  bisa
meniransformasikan diri sebagai pusat-pusat network-network pengetahuan pertanian pulau ke depan.

Dalam arti ini maka pendidik dan peneliti pertanian adalah praksiologis-praksiologis yang dengan
networking pengetahuan yang terus dikonstruksi dan diperluas, akan mampu mewujudkan inovasi
teknologi pertanian pulau lestari di provinsi maluku ke depan. Inilah sedikit sumbangsih dari studi-studi STS
tentang inovasi iptek yang cocok untuk negara-negara berkembang (Johnson & Lundvall, 2002), termasuk

Maluku, bahwa inovasi sosiallah yang diperiukan mendahului inovasi teknologis (Lundvall, 2000): keduanya
berkoevolusil (Rosenkopf & Tushman).
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